BAB II

SIYASAH SYAR IYYAH, PERATURAN DAERAH DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Pengertian Siyasah Syar’iyyah
1. Pengertian Siyasah Syar’iyyah
Siyasah bersala dari kata b oy il yang maknanya sama
dengan I & pd 2> (mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat
keputusan). Secara tersirat dalam pengertian al-Siydsah terkandung dua dimensi
yang berkaitan satu sama lain : (1)”tujuan” yang hendak dicapai melalui proses
pengendalian, (2)”cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu

siyasali secara etimologi (harfiah) di artikan :

"ﬂ//

“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan ”.I

Sedangkan menurut pengertian istilahiah (terminologi), Ibn Aqil

sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim yang mentarifkan:
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“Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebzh dekat kepada
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kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak

menetapkannya dan Allah SWT. Tidak menentukannya”. Sedangkan Abdul

' H.A.Djazuli, Figh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah
.(Jakarta: Kencana 2009).25-26
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Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah syar’iyyah adalah pengaturan
perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan
serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma’luf memberikan batasan bahwa
siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke
jalan keselamatan. Dan Ibnu Manzhur mendefinisikan siydsah sebagai
“mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia
kepada kemaslahatan”.2

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa figh
siyasah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan
pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam figh siyasah, ulama mujtahid
menggali sumber hukum islam baik al-Qur’an maupun sunnah untuk
mengeluarkan hukum yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya
dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran
kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan
zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima
perbedaan pendapat.’

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan oleh para

ahli diatas, maka dapat ditemukan hakikat siyasah syar’iyyah, yaitu:

2 H.A Djazuli, Figh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah
.(Jakarta: Kencana 2009) 27.
3 Muhammad Igbal, Figh Siyasah (Jakarta, Gaya Media Pratama Press, 2001) Cet 1, Hal: 3-4.
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a. Bahwa siyasah syar’jyyal berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan
kehidupan manusia,

b. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan
(ulul amr),

c. Bahwa tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan
dan menolak kemudlaratan,

d. Bahwa pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ruh atau
semangat syariat Islam yang universal.

Pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam
kitab al-Funiin yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan
tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari
kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapannya dari rasul dan tidak ada
tuntunan wahyu yang diturunkan.*

Dari pernyataan tersebut, Ibnu Qoyyim menjabarkan tentang siyasah
yang mengacu pada syara’. Dalam mekanisme pengendalian dan pengarahan
kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politik untuk senantiasa
mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan. Hal ini

merupakan akibat langsung dari ciri yang melekat pada syariat Islam.>

* Ibnul Qayyim Al Jauziyah, 4/ T hurugq Al-Hukmiyah Fi Siydasat Al-Syar'ivah, Tahqiq Basyir
Muhammad Uyun,hlm, 26 dalam program kitab digital a/-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09.

SHA. Djazuli, Figh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah
.(Jakarta: Kencana 2009) 29.
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Al-Quran dan al-Sunnah tidak menjelaskan secara detail tentang
politik namun beberapa ulama mengemukakan firman atau sabda Nabi SAW
yang di anggap berkaitan dengan iiwal figh siyasah syar'iyyah, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dasar al-Qur’an al-Karim
a. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat, sebagaiman tertuang

dalam al-Qur’an surat al-Mu’minun ayat 52.
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Artinya: “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua,
agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-
Ku”

b. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan meyelenggarakan
masalah yang bersifat ijtihadiyah, surat al-Syura ayat 38. Dan Ali-imran

ayat 159.
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Artinya. : Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)

dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian
dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
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6 Depag, Al-Qur’an dan Terjemah (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005)
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Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah
mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan
mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad,
Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

¢. Kemestian menunaikan amanat dan menetapkan hukum secara adil,

sebagaiman tertuang dalam surat al-Nisa’ ayat 58.
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Artinya:” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
melihat.”

d. Kemestian menaati Allah dan Rasulullah dan penegang kekuasaan. Dalam

surat al-Nisa’ ayat 59.
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Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya).dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya.”
Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58-59 surat al-Nisa’,

Ibnu Taimiyah mengisyartakan unsur-unsur yang terlibat dalam proses
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siyasah. Ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (al-Nisa’: 58) berkaitan
dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat
kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil; sedangkan
ayat kedua (al-Nisa’:59) berhubungan dengan rakyat, baik militer dan non
militer.’

e. Keharusan mendamaikan konflik antar klompok dalam masyarakat Islam.

dalam surat al-Hujarat ayat 9.
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Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang
satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah.
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang
yang Berlaku adil.”

f. Keharusan menepati janji, dalam surat al-Nahl ayat 91.
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Artinya: " Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan
janganlah  kamu membatalkan  sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah
meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu
(terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa
yang kamu perbuat.”

7 Ibnu Taimiyah, Siyasah Syar’iyah (Surabaya: Risalah Gusti, 1995) 4.
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g. Keharusan perdamaian bangsa-bangsa dalam surat al-Hujarat ayat 13.%
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Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang
paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi
Maha Mengenal.

Dasar dari al-Sunnah

a. Keharusan mengangkat pemimpin
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Artinya: “Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasullah SAW., apabila tiga

orang keluar untuk bepergian maka hendaknya salah seorang di antara
mereka menjadi pemimpin™.’
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Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasullah SAW. Telah
bersabda, tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di
muka bumi ini, kecuali salah seorang di antara mereka menjadi
pemimpinnya’”. 10

b. Kemestian pemimpin bertanggungjawab dalam kepemimpinannya.
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SHA. Djazuli, Figh Siyasah:Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah
.(Jakarta: Kencana 2009) 3.

’ HR. Abu Dawud.

'HR. Ahmad.
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Artinya: “Dari ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi SAW., setiap kamu itu
adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang
dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung
Jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah
tangganya”."!

c. Kemestian pemimpin untuk berlaku adil.
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Artinya: “Dari Abi hurairah, telah besabda Nabi SAW., ada tujuh golongan
yang dinaungi Alloh SWT., di bawah naungan-Nya, pada hari kiamat yang
tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yang pertama adalah imam yang
adil.”"?
2. Objek Kajian Siyasah Syar’iyah
Siyasah syar’iyah dilihat dari pengertian harfiah maupun istilahiah,
dapat diketahui bahwa objek kajiannya meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu Pertama,
aspek pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara yang
lain. Kedua, aspek hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara.
Ketiga, aspek hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara yang
lain baik hubungan yang bersifat intern suatu Negara maupun hubungan yang
bersifat ekstern antar Negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari
pemahaman ini, diketahui bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada

aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash-

Shiddieqy yang menjelaskan bahwa objek kajian siyasah adalah pekerjaan-

" HR .Bukhari dan Muslim
"2 HR. Bukhari dan Muslim
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pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya,
dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita
tidak proleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari
nash-nash yang merupakan syaiah amah yang tetap.'®

Dalam hal ini T.M. Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum islam secara
sistematis menjadi 6 (enam) bagian utama. Pertama yang berkaitan dengan masalah
ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan
keluarga, seperti nikah, thalaq dan ruju’. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan
manusia dalam hubungannya dengan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti
jual-beli dan sewa menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan
ijtihad. Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di peradilan dan keenam yang

berkaitan dengan akhlak."
3. Kiriteria Memilih Pemimpin dalam Siyasah Sar’iyyah
Ada beberapa istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin.
Pertama, kata umara yang sering disebut juga dengan ulil amri. Hal ini
disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Nisa’ [4] ayat 59: Hai orang-orang yang
beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu.
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah

ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar

"> T M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syariat Islam (Jakarta:
Mtahari Masa, 1976) 28.
14 T. M. Hasbi ash-Shiddiqiey, Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam (Jakarta, Tintamas, 1975) 12.
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beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik utama
(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa’ [4]: 59).

Dalam ayat itu dikatakan bahwa u/il amri adalah orang yang mendapat
amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin adalah
orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan rakyat. Kedua, pemimpin
sering disebut khadimul ummah (pelayan umat). Menurut istilah itu, seorang
pemimpin harus menempatkan diri pada posisi sebagai pelayan rakyat. Ketiga,
kepemimpinan dalam islam juga disebut /mamah (imam), seperti yang tertuang
dalam kitab a/-Afkam as-Sulthaniyyah-nya imam al-Mawardi yang menyatakan
bahwa kepemimpinan (imamah) dibentuk untuk tujuan menjaga agama dan
mengatur persoalan dunia. Karena itulah, bagi al-Mawardi membentuk sebuah
pemerintahan merupakan sesuatu yang wajib fardlu kifayah secara syara’ dan
tidak hanya secara rasional.'®

Pada saat Rasulullah SAW. menaklukkan kota Makkah dan menerima
kunci Ka’bah dari bani Syaibah, kunci tersebut hendak diminta oleh Abbas bin
Abdil Muththalib agar dia memegang dua tugas sekaligus, yakni memberi
minum jama’ah haji serta menjadi pelayan Ka’bah. Berkenaan dengan peristiwa
itu, surat al-Nisa’ [4] ayat 58-59 diturunkan yang mengindikasikan agar
Rasulullah SAW. tetap memercayakan kunci itu kepada bani Syaibah. Dengan

demikian, sudah menjadi suatu kewajiban dari pemimpin pemerintahan

'> Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (al-Mawardi),
al-Ahkam as-Sulthaniyyah, hal. 3 dalam www.al-islam.com
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(waliyul-amri) untuk mengangkat orang yang paling kompeten dan layak yang
ia dapati untuk menyandang tugas itu Rasulullah SAW. bersabda: “Siapa saja
yang mengangkat seseorang untuk mengurusi perkara kaum Muslimin, lalu
mengangkat orang tersebut, sementara ia mendapatkan orang yang lebih baik,
lebih layak dan sesuai daripada orang yang diangkatnya, maka dia telah
berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya.” (H.R. Hakim dalam kitab Shahih-
nya). Sebagian ulama meriwayatkan, bahwa hadits diatas adalah ucapan Umar
r.a kepada putranya, Abdullah bin Umar. Sementara itu, Umar bin Khaththab
sendiri mengatakan: “Siapa saja yang mengangkat seseorang untuk
mengangkat seseorang untuk perkara kaum Muslimin, tatkala dia angkat orang
tadi karena cinta dan unsur kekerabatan, dia telah berkhianat kepada Allah,
Rasul-Nya dan kaum muslimin.” Jadi, pengangkatan pemimpin untuk
mengurusi perkara kaum Muslimin mutlak harus dilaksanakan. Oleh karena itu
perlu dilakukan pilihan yang amat selektif bagi orang-orang yang pantas (a/-
mustahiggin) untuk memangku jabatan tersebut mulai dari pimpinan yang
tertinggi sampai yang terendah. Masing-masing pejabat itu hendaknya
mendelegasikan tugas atau mengangkat orang yang paling layak, sehingga
kelak tercipta kepemimpinan Islam yang amanah. Oleh karena itu, merupakan
suatu kewajiban bagi yang akan mempercayakan suati: urusan administratif

kaum Muslimin kepada seseorang, untuk menugaskannya kepada orang yang
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ada ditangannya memenuhi kelengkapan kriteria, masing-masing ulama’
memiliki kriteria dalam memilih pemimpin.'®
Ibnu Taymiyah dalam kitabnya (siyasah syar’iyyah) menjelaskan

kriteria memilih pemimpin, yakni sebagai berikut :

a. Orang yang paling tepat (ashlah)

b. Orang yang terbaik serta mampu mengemban tugas

¢. Orang yang mempunyai sifat otoritas (Quwwah) serta amanah

d. Orang yang tidak meminta kedudukan (thalaba al-walayat), atau yang
mengajukan diri minta kedudukan. Dalam kitab shahih Bukhari-Muslim dari
Nabi SAW, bahwasannya suatu kaum datang menemui Nabi SAW. untuk
meminta jabatan. Maka beliau bersabda: “Sesungguhnya kami tidak akan
mengangkat seseorang yang meminta jabatan untuk suatu urusan yang ada
pada kami.”"’

Sedangkan kriteria pemimpin menurut al-Mawardi ada tujuh yaitu:
Orang yang adil yang meliputi segala aspeknya.

b. Orang yang berilmu pengetahuan sehingga mampu membuat keputusan
yang tepat (berijtihad) terhadap berbagai peristiwa dan hukum yang timbul.

c. Orang yang sehat indranya, seperti penglihatan, pendengaran, dan lisannya
agar ia mampu mengetahui langsung persoalan yang dihadapi.

d. Orang yang anggota tubuhnya normal dan tidak cacat. Karena jika cacat, hal

itu akan menghalanginya untuk bergerak dan bertindak dengan cepat.

:;’ Ibnu Taimiyyah,Siyasah Syar’iya (Surabaya: Risalah Gusti.1999) 3-5.
Ibid, 10.
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e. Orang yang memiliki kecerdasan yang membuatnya mampu mengatur
rakyat dan mengelola kepentingan publik (al-mashlahah).

f. Orang yang memiliki keberanian dan ketegasan sehingga mampu
melindungi pihak yang lemah dan menghadapi musuh.

g. Keturunan dari suku Quraisy, berdasarkan hadis “Para pemimpin berasal
dari Quraisy”.'*

Ibnu Khaldun juga menguraikan kriteria kepemimpinan (imamal) dalam kitab

Mugaddimah-nya, yaitu:

a. Pengetahuan tentang hukum-hukum Tuhan dan dapat menerapkan dan
menguasai hukum tersebut.

b. Keadilan.

¢. Kesanggupan

d. Sehat jasmani dan rohani.

e. Keturunan Quraisy. 19

B. Peraturan Daerah
1. Pengertian Peraturan Daerah

Menurut Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan
Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
Definisi lain adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk bersama
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi

maupun di Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

®Al-Mawardi, al-Ahkam Ashulthanivah wal Wilayatuldiniyah hal.5 dalam program kitab digital a/-
Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09.

% Ibnu Khaldun, Mugaddimah, hal. 98-100 dalam program kitab digital al-Maktabah asy-Syamilah,
versi 2.09.
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tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), Perda dibentuk dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah Propinsi/Kabupaten/Kota dan tugas
pembantuan  serta  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri
khas masing- masing daerah. Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang- Undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka
penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung
kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gubernur atau Bupati/Walikota.?®
2. Fungsi Peraturan Daerah

Secara umum, peraturan perundang-undangan fungsinya adalah
“mengatur” sesuatu substansi untuk memecahkan suatu masalah yang ada
dalam masyarakat. Artinya, peraturan perundang-undangan adalah sebagai
instrumen kebijakan apapun bentuknya, apakah bentuknya penetapan,
pengesahan, pencabutan, maupun perubahan.’’

Sedangkan yang dimaksud fungsi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sepenuhnya ditingkat

Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan dalam rangka mengurus kepentingan

?® UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) 3-4.
! Irawan Soejito, Teknik Membuat Peraturan Daerah (Jakarta.PT.Bina Aksara,1989) 5.
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rakyat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11dan Pasal 13 UU No. 22/1999 yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam PP No.25/2000 (vide Pasal 3 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (5)) melalui teori residu. Fungsi Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota juga untuk menyelenggarakan ketentuan tentang fungsi
anggaran dari DPRD Kabupaten/Kota dalam rangka menetapkan APBD,
Perubahan dan Perhitungan APBD, dan pengelolaan keuangan daerah
Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 19 ayat(3) dan Pasal 23 ayat (1) UU No.
25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.?
C. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Pengertian Kepala Desa

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas
pemerintah desa (yang meliputi kepala desa dan perangkat desa) dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam
pemerintahan Desa. Bersama-sama dengan pembantunya ia merupakan pamong
desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga desa dan di
samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. [stilah yang
digunakan sebagai sebutan kepala desa adalah bermacam-macam sesuai adat

setempta, misalnya : Petinggi (Jawa Tengah), Kelebun (Madura), Kl/ian (Bali),

2 UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah
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Kepala Marga (Sumatera Selatan) Keuci/Pentua (Aceh), Komeleho
(Kalimantan) dan Penghulu andiko (Sumatera Barat).?

Kepala desa merupakan pimpinan formal masyarakat desa yang sering
disepadankan dengan raja. Theodore M.Smith menyebutkan bahwa kepala desa
semacam raja kecil di daerahnya. Dengan adanya sebutan raja timbullah kesan
bahwa seorang kepala desa tentunya memiliki kekuasaan yang besar
diwilayahnya. Ia memegang kekuasaan yang menentukan dan harus memikul
tanggung jawab sepenuhnya pemerintahan desa. Oleh karena itu, bagi
masyarakatnya kepala desa bukanlah semata-mata hanya sebagai pemimpin
formal tertinggi saja, akan tetapi dianggap juga sebagai bapak bagi seluruh
penduduk desa.**

Kepala desa sebagai pemimpin jelas mempunyai tugas, wewenang,
dan tanggung jawab untuk kelancaran penyelenggaraan rumah tangga dan
segala sesuatu yang bersangkutan dengan pemerintahan desa.

a. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala Desa
1) Menjaga kelancaran urusan-urusan;
2) Memelihara lembaga-lembaga Desa;
3) Mengurus keuangan desa;
4) Memelihara milik dan kekayaan desa sesuai dengan peraturan-peraturan

desa;

3 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan( Jakarta : Rineka Cipta 1992)

83.

%M. Syahbudin Latif, Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa (Jakarta : Media Pressindo, 2000) 1-2.
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Membangun dan memelihara pekerjaan umum desa sesuai dengan
peraturan-peraturan yang berlaku, misalnya jalan, jembatan, gorong-
gorong, bangunan, lapangan, pekarangan, pasar, saluran air,
penyimpanan air dan lain sebagainya;

Bermusyawarah dengan pamong desa lainnya dalam masalah urusan-
urussn yang penting;

Memanggil penduduk desa unuk melaksanakan pekerjaan Desa;
Memimpin rapat;

Mengambil keputusan dan tindakan-tindakan penting yang bersangkutan
dengan desa setelah memperoleh persetujuan rapat desa, misalnya :
meminjam uang, melepaskan hak atas tanah desa kepada Negara,

mengadakan perjanjian yang menimbulkan ikatan dan lain sebagainya;

10) Mengadakan perusahaan desa untuk memperoleh penghasilan desa,

misalnya: pasar dan lain sebagainya;

11) Segala kewenangan yang telah ada menurut hukum dan atau adat tetap

menjadi kewenangannya;

12) Melaksanakan tugas pembantuan bagi daerah tingkat II;

13) Menerima urusan tertentu dari daerah tingkat II untuk dijadikan urusan

rumah angga desa;

14) Melaksanakan tugas pembantuan dari Institusi-institusi pemerintah; dan

15) Menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga desa.

16) Membina kehidupan masyarakat desa;
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17) Memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat desa;
18) Mendamaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat desa. 2
b. Pertanggungjawaban Kepala Desa

1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa
berkewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Kepala Daerah, memberikan laporan keterangan
pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun pada setiap akhir tahun anggaran.?

c. Larangan Kepala Desa
Kepala Desa dilarang;:

1) Menjadi pengurus partai politik;

2) Merangkap jabatan sebgai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga
kemasyarakatan di desa yang bersangkutan;

3) Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;

2 Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan (Jakarta : Rineka Cipta 1992)
100.
% PERDA Kab.Sampang No.5 Tahun 2006
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4) Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden dan
pemilihan kepala daerah;

5) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,
dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

6) Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau
tindakan yang akan dilakukannya;

7) Menyalahgunakan wewenang; dan

8) Melanggar sumpah/janji jabatan.27

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat
diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memilki
wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa

(pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Tabel II.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Kepala Desa BPD
Sekdes
[ ] f'
Pelaksana Teknis Kepala Kewilayahan Sta

2 PERDA Kab.Sampang No.5 Tahun 2006
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Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya. Salah satu perangkat desa adalah sekretaris desa, yang
diisi dari pegawai negeri sipil (PNS). Sekretaris desa diangkat oleh sekretaris
daerah kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota. Perangkat desa lainnya
diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa, yang ditetapkan dengan
keputusan kepala desa.?®

Dahulu masa jabatan kepala desa di jawa berlangsung seumur hidup.
Oleh karena itu dalam sebuah penelitian ditemukan seorang kepala desa di
daerah jawa tengah yang dalam usia 75 tahun masih tetap memegang
jabatannya, meskipun dalam keadaan buta huruf, tak dapat berbahasa Indonesia,
serta telah memegang jabatannya selama lebih dari 30 tahun. Akan tetapi sejak
diberlakukan undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, usia
kepala desa dibatasi serendah-rendahnya 25 tahun dan setinggi-tingginya
berusia 60 tahun (Pasal 4). Selanjutna masa jabatan kepala desa adalah 8
(delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat di angkat

kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (Pasal 7.2

2. Pemilihan Kepala Desa.

Desa merupakan bagian dari sebuah kecamatan. Setiap desa dipimpin

oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat di desa

*% Ramdani Wahyu,ISD (l/mu Sosial Dasar) (Bandung: Pustaka Setia 2007) 208.
M. Syahbudin Latif, Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa (Y ogyakarta : Media Pressindo, 2000)

3.
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tersebut dari calon yang memenuhi syarat. Syarat dan tata cara pemilihannya
diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak
ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala
desa. Bahkan pengaturan tentang Desa-pun secara eksplisit juga tidak ditemukan
dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya Desa dan Sistem Pemerintahanya
mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat
semua masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya.
Dan pemerintahan desa-lah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi
kehidupan masyarakat.

Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai

dalam Pasal 18 dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut :

* Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk
susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan
memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan Negara, dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat
istimewa”.

Dan Pasal 18 Undang — Undang Dasar 1945 penjelasan II, berbunyi :

“dalam territoir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 <
Zelbesturendelandschappen” dan “ Volkgemenschappen ¢ seperti desa di
Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan
sebagainya. Daerah—daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya
dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa .

(13

Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi :

“Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah—daerah
propinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap
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tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang
diatur dengan undang—undang”

Berdasarkan Pasal 18 diatas, maka kemudian dibentuklah Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal

200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi :

” Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa
yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”

Desa dan/atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa
yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi
persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi :

” Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih
langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Repablik Indonesia yang
syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah”.

Tabel II.2 Kedudukan Desa

Bupati/Walikot

Sekda

Desa

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005

tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu
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mulai dari Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun 2005 tersebut

diatur sebagai berikut :

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi

Syarat.
(2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

(3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap

pemilihan.

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi

sebagai berikut :

” Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari
pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.”

Adapun untuk‘ pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan
Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang

bersangkutan.*

Kepala desa bukanlah seorang pegawai negeri sipil. Masa jabatan
kepala desa adalah enam tahun. Ia dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali
masa jabatan berikutnya. Sesudah itu, ia tidak boleh lagi mengikuti pemilihan

calon kepala desa.

30 pasal 53 PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
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Seorang Kepala desa dilantik oleh bupati/ wali kota, paling lambat tiga
puluh hari setelah dinyatakan terpilih. Kepala desa mendapatkan gaji (upah)
bukan dari pemerintah, tetapi dari hasil pengolahan tanah yang diserahkan untuk
diolah. Di daerah Jawa dikenal dengan tanah "bengkok" atau tanah "carik".
Setelah masa jabatannya habis, tanah itu harus dikembalikan kepada pemerintah.
Dengan demikian, kepala desa tidak mendapatkan uang pensiun seperti Pegawai
Negeri Sipil (PNS).

a. Ketentuan Umum Pemilihan Kepala Desa

1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari Calon yang
memenuhi syarat;

2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas , rahasia , jujur dan adil;

3) Pemilihan Kepala Desa melalui tahap pencalonan dan pemilihan;

4) Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa apabila tidak dapat dilaksanakan
tepat waktu, maka Camat dapat mengajukan kepada Bupati untuk
memperpanjang waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dengan ketentuan
Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya; dan

5) Apabila perpanjangan waktu belum bisa dilaksanakan, Camat
mengusulkan Calon Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.*'

b. Hak Memilih Dan Dipilih Serta Persyaratan Bakal Calon
Yang dapat memilih dan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa adalah

Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia.

3' PERDA Kab.Sampang No.5 Tahun 2006
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Syarat- syarat yang dapat memilih iyalah:

a) Terdaftar secara sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan
sekurang-kurangnya 6 bulan dengan tidak terputus-putus;

b) Sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau telah pernah menikah
pada saat pencoblosan dilaksanakan;

¢) Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d) Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam
suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Sedangkan yang dapat dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk

desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:

2) Syarat- syarat yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa iyalah:

a)
b)

d)

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah;

Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
menghianati Pancasila dan UUD 1945, atau kegiatan organisasi terlarang
lainnya;

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

dan/atau sederajat;
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4)

€) Pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya;; (dva puluh lima)
tahun;

f) Sehat jasmani dan rohani;

g) Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;

h) Berkelakuan baik, jujur dan adil;

i) Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun atau lebih yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Pengadilan Negeri;

j) Tidak dicabut Hak Pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

k) Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;

1) Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

m) Terdaftar secara sah sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di
Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan
tidak berputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada di luar desa
tersebut.

Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh(tahun

atau 2 (dua) kali masa jabatan.

Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI dapat mencalonkan diri

sebagai Kepala Desa apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) serta syarat-syarat lain yang sudah ditentukan oleh
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induk instansi masing-masing (anggota TNI/POLRI harus mendapat
rekomendasi/ijin dari Instansi induknya.

5) Bagi Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI yang diangkat dan
ditetapkan menjadi Kepala Desa dibebaskan dari jabatan organiknya tanpa
kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI.

6) Calon Kepala Desa Terpilih sebagai Kepala Desa, terhitung sejak tanggal
pelantikannya harus bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.

7) Bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa
diwajibkan mengajukan cuti kepada Bupati melalui Camat selambat-
lambatnya 4 (empat) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dan Penjabat
Kepala Desa tidak berhak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa setempat warga
Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 7, dan telah disahkan sebagai pemilih mempunyai hak pilih,
selanjutnya untuk hadir pada pelaksanaannya dan tidak boleh diwakilkan kepada
siapapun dan dengan alasan apapun.3 2

Sebagaimana telah diuraikan tentang pentingnya kedudukan kepala
desa, maka proses pergantian kepala desa ini tentunya merupakan peristiwa besar
bagi masyarakat desa. Artinya penting pergantian kepala desa tampak jelas dari
reaksi-reaksi yang muncul yang dilakukan penduduk desa pada saat proses

pemilihan kepala desa berlangsung.

32 PERDA Kab.Sampang No.5 Tahun 2006



41

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Pers dan
Pendapatan Umum (BP3U) Yogyakarta mengungkapkan bahwa selama
berlangsungnya pemilihan kepala desa telah terjadi kasus-kasus seperti : adanya
baikot dari pemilih, adanya calon tunggal yang tidak terpilih karena masyarakat
(pemilih) justru memberikan suaranya untuk kotak kosong, adanya unsur
perjudian dan adanya calon favorit yang tidak lulus ujian tulis (Permadi, 1988 :
13). Kasus-kasus itu diinventarisasi melalui pemberitaan 3 surat kabar di
Yogyakarta dan 1 surat kabar di jawa tengah selama bulan juni 1988. Dengan
demikian jelas arti penting pergantian kepala desa, sebagaiamana terlihat dari
proses pemilihan kepala desa, adalah sama pentingnya dengan keberadaan kepala
desa itu sendiri bagi masyarakat pedesaan.

Untuk menjadi calon kepala desa sebelum pemilihan dilangsungkan
hal apa yang dianggap penting yang harus dilakukan, serta mengapa suatu
tindakan tertentu itu dilakukan. Misalnya, adanya kecendrungan umum bahwa
seorang calon kepala desa selalu berhubungan dengan orang-orang tua (dukun)
dalam usahanya memenangkan pemilihan. Untuk memenangkan persaingan
dengan calon-calon lain, maka masing-masing calon akan menggunakan cara-cara
tertentu untuk memproleh dukungan suara baik dari warga desa pada umumnya

maupun dari pendukung calon-calon saingannya.>®

33 Suharni, Sartono Kartodirdjo, Pesta demokrasi di pedesaan: studi kasus pemilihan kepala desa di
Jawa Tengah dan DIY (Yogyakarta : Aditya Media, 1992) 23.



